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ABSTRAK

Kebijakan Program Sekolah Gratis merupakan program yang bertujuan untuk meringankan
beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional
sekolah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program Sekolah Gratis, Perafuran Gubernur
Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi
Sumatera Selatan. Pada pelaksanaanya seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota
Palembang wajib mendapatkan dana progtam sekolah gratis. Pada pelaksanaan program sekolah
gratis di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Palembang belum adanya keterbukaan
dana Program Sekolah Gratis yang di dapat, yang seharusnya dana tersebut dapat dilihat para
siswa/siswi dengan jumlah penggunaan dana Program Sekolah Gratis di sekolah tersebut yaitu
melalui papan pengumuman sekolah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
implementasi Program Sekolah Gratis tingkat Sekolah Menengah Atas di kota Palembang. Skripsi
ini menggunakan metode kualitatif. Unit analisis yaitu SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 kota
Palembang. data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara kepada key informant dan
data sekunder melalui dokumen atau peraturan yang berkaitan tentang program sekolah gratis
sumatera selatan. Skripsi ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones. Berdasarkan
analisis dan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat SMA Negeri di Kota Palembang terutama di dua SMA
Negeri yaitu SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 Palembang sudah cukup baik tetapi masih
terdapat kelemahan hal ini dibuktikan dengan Jumlah pelaksana program sekolah gratis di Dinas
Pendidikan Provinsi Sumsel SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 sudah memadai dan juga sudah
lengkapnya sarana prasaran yang ada di dinas maupun di SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19
Palembang. Dan kelemehannya belum terbentuknya unit — unit kerja yang saling bekerjasama
untuk melaksanakan program sekolah gratis di dinas pendidikan provinsi sumsel, adanya
perbedaan dari SMA Negeri 15 yang tidak mendapatkan pelatihan dan sosialisasi penyelenggaran
pregram sekolah gratis sedangkan di SMA Negeri 19 sudah mendapatkannya. Saran yang dapat
penulis berikan yaitu adanya pemberitahuan tentang program sekolah gratis yang dicantumkan di
papan pengumuman sekolah penerima program sekolah gratis, dan Meningkatkan evaluasi dan
monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel kepada sekolah yang
menerima dana PSG.

Kata kunci : Implementasi, Program Sekolah Gratis , Sekolah Menengah-Atas
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ABSTRACT

Free School Program Policy is a program that aims to ease the burden on parents /
guardians of students through the release of the obligation to pay for school bperational costs. As
a fechnical guide for the implementation of the Free School Program, Governor Regulation
Number 42 of 2017 concerning guidelines for the implementation of free school programs in
South Sumatra Province. In its implementation, all State High Schools in Palembang are required
to get free school program funding. In the implementation of the free school program at the State
High School level in Palembang, there has been no openness of the Free School Program funds,
which should be seen by the students with the amount of Free School Program funds used in the
school through the school bulletin board. . The purpose of this study was to find out how the
implementation of the Free High School School Program in Palembang. This thesis uses
qualitative methods. The unit of analysis is 15 Public High Schools and 19 Public High Schools in
Palembang. data obtained from primary data through interviews with key informants and
secondary data through documents or regulations relating to the free South Sumatra school
program. This thesis uses the implementation theory of Charles O. Jones. Based on the analysis
and research in the field, it can be concluded that the Implementation of Free School
Implementation Policies at State High Schools in Palembang City, especially in two State High
Schools namely 15 Public High Schools and Palembang State High School 19 are good enough
but there are still weaknesses as evidenced by the number of free school program implementers in
the Education Office of the South Sumatra Province 15 High School and State Senior High School
19 already adequate and also the complete infrastructure available in the service and in the State
High School 15 and Palembang State High School 19. And the weakness of the work units has not
yet formed to work together to implement a free school program in the provincial education office
in South Sumatra, there is a difference from SMA Negeri 15 which does not receive training and
dissemination of free school programs while those in SMA 19 have already received it.
Suggestions that can be given by the author are notification of free school programs listed on the
school bulletin board recipients of free school programs, and Improving evaluation and
monitoring carried out by the South Sumatra Provincial Education Office to schools that receive

PSG funds
Keywords: Implementation, Free School Program, Senior High School

Advisor I

NIP. 145806091984031002

Palembang, July 2019
Chairman of Public Administration Science Department
Faculty of Social Science and Political Science

P.'198108272009121002

vii

Vi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..o,
HALAMAN PERSETUJUAN .......ccoiiiiieiiicie,

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .......cccocoiiiiiiis
KATA PENGANTAR ...
ABSTRAK ...
ABSTRACT ..o
DAFTAR ISL. ..o
DAFTAR GAMBAR.......ccoooii
DAFTAR TABEL ...
DAFTAR SINGKATAN. ...,
DAFTAR LAMPIRAN .....c.oooiii

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .........ccccooviiiiiiniiininnne
B. Rumusan Masalah .........cccccoevviviiiiiieeinen.
C. Tujuan Penelitian .........cccoovverenincnciinenn
D. Manfaat Penelitian ..........cccccoevvvivveeiiiiee e,

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan TeOIM .....ccccvevververeeriesienieeie s
1. Kebijakan PubliK ..........cccccooevvviiiiiennn,
2. Konsep Implementasi Kebijakan ...........
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik ...
4. Kerangka TeOor ......ccovvveeeicieiciesiei
5. Program......cccccocceeiiieeiiien s
6. Sekolah Gratis..........cccocvvvevviieniecee
B. Penelitian Terdahulu ..........cccccooviiiiiiinnnns
C. Kerangka Pikiran ..........cccccoovveninincninnennn.

BAB Il METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ........ccccoeeviiiie i,
B. Definisi KONSeP......coovvvvieiiieieienc e
C. Fokus Penelitian ...........cccceeveeiiivieec e
D. Jenis Dan Sumber Data.............cocovvvvevennne.
E. Informan KUNnCi .........cccoceeiviieeeiiiiieee e,
F.Teknik Pengumpulan Data ............cccccoerennene
G. Teknik Keabsahan Data ............ccccccoeevveeeennne
H. Teknik Analisis Data..........ccccceeevvvvveevenennnn.
I. Jadwal Penelitian ...........ccocevveeiiiciiee e
J. Sistematika Penulisan...........cccccceevevvveeiineen,

viii

....................................................... N\
....................................................... Y

....................................................... Vil



BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..., 43
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan................c....... 43
2. Arti Lambang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan .............c.c... ... 44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan....... 45
4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.................... 47
5. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.............ccccooevivniniinnnenn. 47
6. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ............. 49

B. Analisis dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan
Sekolah Gratis Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota

PaIEMDANG ...t s 58
O (o - L 17 ] USSR 59
2. ANEEIPIELAST ...ttt bbb 82
S PBNEIAPAN ...ttt 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

AL KESIMPUIAN ..ottt re e ne e 103
Bl SAIAN ... bbb anee s 105
[N I AN o U S 1N SR 107



DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 tata urutan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah gratis...2

Gambar . 2 Kondisi Pencapaian APK Dan APM Pendidikan Kota Palembang .............. 4
Gambar . 3 Tahap — Tahap Pembuatan Kebijakan PUublik ............cccccoveiiniiiiiiiicnn 13
Gambar .4 Sekuensi Implementasi Kebijakan ...........ccccccovveveiiiiieic e 16
Gambar .5 Tahapan Implementasi Kebijakan.............ccooeiiiiniiic 17

Gambar. 6 Model Pendekatana Framework For Policy Implementation Analysis Menurut
Daniel Mazmanian And Paul Sabatier ...........cccccoeiiiiiiieiieeeeece e 20

Gambar . 7 Model Pendekatan Direct And Indirect Impact On Implementation Menurut

George C. EAWArd H.......oooiieiiieeee e 21
Gambar . 8 Bagan Kerangka PemiKiran ............cccocveveiieieeie i 28
Gambar. 9 Lambang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.............cc.ccocvevennnnne. 44
Gambar. 10 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan............... 47
Gambar.11 Keputusan Gubernur Nomor 198/KPTS/DISDIK/ ........ccccooviieniviiniieiieenenn 60

Gambar. 12 Struktur Organisasi SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 Palembang.......... 62
Gambar. 13 wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Prov Sumsel ...68
Gambar.14 Persentase Tingkat Pendidikan Guru PNS , Pegawai PNS , Guru Tidak Tetap,
dan Pegawai Tidak Tetap di SMA Negeri 15 Palembang tahun 2017 — 2018 ....... 70
Gambar.15 Persentase Tingkat Pendidikan Guru PNS , Pegawai PNS , Guru Tidak Tetap,
dan Pegawai Tidak Tetap di SMA Negeri 19 Palembang tahun 2017 — 2018 ....... 71

Gambar.16 Rincian Dana Untuk Kegiatan Ekstra Kulikuler Siswa dan Pembayaran Tenaga

Kependidikan Non PNS Di SMA Negeri 15 Palembang.........ccccccoooiininiienenn. 73
Gambar.17 Wawancara Siswa Kelas X1 SMA Negeri 19 Palembang............cccceevvvevvnenen. 74
Gambar.18 Wawancara Guru SMA Negeri 15 Palembang ..........cccccoovvviininnneninnnnns 75
Gambar.19 Wawancara Guru SMA Negeri 19 Palembang ........ccccceevevieiiieiieiine e, 75

Gambar.20 Ruangan Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan di Dinas Pendidikan
PrOVINST SUMSEL ..ottt 76

Gambar. 21 Ruang Kelas , Ruangan Komputer, Ruang Tata Usaha dan Ruang Guru SMA



Negeri 15 PalemMbang ........cccoveieiieiiee e 77

Gambar. 22 Jumlah Ruang Kelas , Ruang Laboratorium, dan Ruang Perpustakaan , SMA

Negeri 15 PalemMbang ........cccoveiiiiiiice e 78

Gambar. 23 Data Identitas SMA Negeri 15 Palembang ........ccccccvvvveienieninnenie e 78
Gambar. 24 Ruang Kelas , Ruangan Tata Usaha, dan Ruang Guru SMA Negeri 19

PalemMDaNG ..o s 79

Gambar. 25 Jumlah Ruang Kelas , Ruang Laboratorium, dan Ruang Perpustakaan , SMA

Negeri 19 Palembang.........cccoiiiiiiiiieese e 79
Gambar. 26 Data Identitas SMA Negeri 19 Palembang ...........ccccooevviveiinii e 80
Gambar. 27 Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel ...........ccccccooniininciennnn, 80
Gambar. 28 Lingkungan SMA Negeri 15 Palembang .........ccccoccevvveviiiciiese e 81
Gambar.29 Lingkungan SMA Negeri 19 Palembang ..........ccccvveiiiineninenciineseee 81

Gambar. 30 Persentase Jumlah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kota Palembang

yang ikut melaksanakan Program Sekolah ...........ccccooeiiiiiiiiiiiice, 85
Gambar. 31 Wawancara Bendahara Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 15............. 87
Gambar. 32 Wawancara Bendahara Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 19............ 88

Gambar. 33 Pengumuman Daftar Sekolah Penerima Dana Program Sekolah Gratis dan

Besarannya di Media OnliNe...........cccooiiiiiiiiiniiee e, 89
Gambar. 34 Papan Pengumuman SMA Negeri 15 Palembang............ccccovveveeveieevieennenne. 90
Gambar. 35 Papan Pengumuman SMA Negeri 19 Palembang..........cccccocevvvrinivnininennenn 90

Gambar. 36 Pasal 50 pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan .....95

Xi



DAFTAR TABEL

Tabel .1 Jumlah SMA/SMK/MA Negeri Dan Swasta Di Kota Palembang Yang Ikut

Melaksanakan Program Sekolah Gratis ..o 6
Tabel.2 Nama — Nama Sma Negeri di Kota Palembang ............cccooevviviiieviiiciiciees 7
Tabel. 3 Perbandingan Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up .........ccccceveieniiininnnnns 18
Tabel. 4 Perbandingan Penelitian Terdahulu ............ccccooieiieiicic e 27
Tabel . 5 FOKUS PENEIITIAN. .......coiiiiiie e 31
Tabel. 6 Tahapan-Tahapan Kegiatan Dalam Penelitian .............cccooeeviieiievieincsieiees 40

Tabel.7 Tingkat Pendidikan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis di
Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel tahun 2017 — 2018 .........cccccovevvivncnieiincnne 69
Tabel.8 Nama — Nama SMA Negeri di Kota Palembang Yang Menerima Dana PSG ......91
Tabel. 9 Faktor — faktor yang mempengaruhi implementasi mengenai organisasi
Kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat sekolah menengah atas negeri
di Kota Palembang..........ccovoiiiiiicc s 96
Tabel.10 Faktor — faktor yang mempengaruhi implementasi mengenai interpretasi
Kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat sekolah menengah atas negeri
di kota Palembang.........ccoooiii s 97
Tabel.11 Faktor — faktor yang mempengaruhi implementasi mengenai penerapan
kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat sekolah menengah atas negeri
di kota Palembang...........c.ooiiiiiiic s 100

Tabel.12 Matriks Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat

Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang...........cccoceveviiiiencnnnnne. 109

xii



DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PSG : Program Sekolah Gratis

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

MA : Madrasah Aliyah

PERDA : Peraturan Daerah

TU : Tata Usaha

SUMSEL : Sumatera Selatan

PROV : Provinsi

xiii



CoNoO~wWNE

11.

DAFTAR LAMPIRAN

Surat 1zin Penelitian dari Kesbangpol

Surat Balasan ari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Surat Balasan dari SMA Negeri 15 Kota Palembang

Surat Balasan dari SMA Negeri 19 Kota Palembang

Kartu Konsultasi Bimbingan Usulan Skripsi

Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi

Pedoman Wawancara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan

. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan

Keputusan Gubernur Nomor 198/Kpts/Disdik/2018 Tentang Pembentukan Tim
Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2018

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan di bidang
pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak
diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah, telah melaksanakan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat Sumatera

Selatan yaitu Program Sekolah Gratis (PSG).

Program sekolah gratis merupakan program yang bertujuan untuk meringankan
beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya
operasional sekolah yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
Bab Il Pasal 3. Dana program sekolah gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan
dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
Besarnya dana sharing program sekolah gratis sebagaimana dihitung secara proporsional

berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap kabupaten/kota.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan program sekolah gratis Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan, yang kemudian
diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009.



Terbitnya peraturan daerah ini telah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Selanjutnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program Sekolah Gratis,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun
2009 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang
pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa banyak aktivitas di sekolah yang
dapat dibiayai oleh program sekolah gratis, oleh sebab itu penyaluran dana program
sekolah gratis tidak boleh terlambat dalam setiap periode pencairannya. Berikut tata urutan
kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah gratis :

Gambar. 1 Tata Urutan Kebijakan Yang Mengatur Tentang
Penyelenggaraan Sekolah Gratis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

\

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan dan diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dan diubah lagi dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

v

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan

\2




Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

v

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program

Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan dan diubah dengan Peaturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah
Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan

V

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan dan
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : diolah oleh penulis

Dalam melaksanakan program sekolah gratis setiap penyelenggara harus
memperhatikan bahwa PSG merupakan sarana penting untuk perluasan kesempatan dan
peningkatan mutu pendidikan, PSG harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa yang
putus sekolah karena tidak mampu membayar sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh
sekolah, dan PSG harus menjamin mutu lulusan untuk dapat melanjutkan ke jenjang
pendidikan berikutnya.

Kota Palembang adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang sudah
dari awal ikut serta dalam melaksanakan kebijakan program sekolah gratis. Pelaksanaan
kebijakan program sekolah gratis di Kota Palembang dilaksanakan pada tahun 2009 setelah
diberlakukannya Perda dan Keputusan Gubernur yang berkaitan tentang penyelenggaraan

program sekolah gratis pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota.



Pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis di kota Palembang sudah
berdampak cukup positif karena sudah ada perubahan pada angka putus sekolah pada
tahun 2017 angka putus sekolah sebesar 0,75 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 1,02
persen. Walaupun persentasenya turun, jika dihitung dari total 300 ribu siswa, artinya
masih ada sekitar 2250 anak di tingkat SMA yang putus sekolah. Kondisi pencapaian APK
dan APM dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar.2 Kondisi pencapaian APK dan APM Pendidikan Kota Palembang
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9977 995
96.07 9607 9658 771 96.28 9721 9703
8463 8477
8157 8199
v . B 7718 77.38
73387 R5 p
i 072 8973 | pags
659~ ! 8707
SD/MI SMP/MTS  -a SM
PERKEMBANGAN APK
i US98 1544 MS83  yang o0 —
106.36 1978 11947
633 10041 10049 109,58 10222

9655 9618 9704~ gcgc
8753 . s

64.56
5798 5843

5888 4828

261
1991

PAUD SD/MI SMP/MTS - SM

Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id
Pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang , dilaksanakan oleh
SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta, tetapi selurun SMA Negeri di kota Palembang

wajib mendapatkan dana PSG yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 42



Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1 yaitu semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG, dana
PSG tersebut diberikan bukan hanya untuk siswa miskin tetapi seluruh siswa yang
bersekolah di sekolah negeri mendapatkanya, dana PSG tersebut tidak diberikan langsung
kepada siswa tetapi pihak sekolah yang mengaturnya untuk operasional sekolah. Dana PSG
juga diberikan ke sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di masing — masing
sekolah di kota Palembang.
Dana PSG diberikan langsung dari tim manajemen Provinsi kepada pihak sekolah
dan pihak sekolah menyalurkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi
Sumatera Selatan. Tata tertib pengelolaan Program Sekolah Gratis dilaksanakan pada
tingkat tim manajemen Provinsi, tim manajemen Kabupaten/Kota dan tim manajemen
sekolah SMA/SMK/MA. Adapun tata tertib pengelolaan tim manajemen sekolah, yaitu :
1. Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a)
Menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa, b) Melaksanakan penyelenggaraan PSG
sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan tim manajemen, ¢) Mengadakan evaluasi
penyelenggaraan PSG , d) Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan
PSG sesuai dengan kewenangnnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan
maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
3. Pengelolaan dana PSG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan
mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah.
4. Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang
terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana

program sekolah gratis maupun dari sumber lain.



Berikut tabel jumlah sekolah SMA/SMK/MA baik Swasta maupun Negeri yang
ikut melaksanakan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang.

Tabel. 1 Jumlah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kota Palembang yang ikut
melaksanakan program sekolah gratis

Tahun
No. Pendidikan
2017- 2018

1. SMA Negeri 23

2. SMA Swasta 81

3. MA Negeri 3

4. MA Swasta 15

5. SMK Negeri J

6. SMK Swasta 85

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya perubahan jumlah sekolah
dari tahun 2017-2018 SMA Negeri di Kota Palembang ada 23 sekolah yang mengikuti
pelaksanaan program sekolah gratis, SMA Swasta di Kota Palembang ada 81 sekolah yang
mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, MA Negeri di Kota Palembang ada 3
sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, MA Swasta di Kota
Palembang ada 15 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, SMK
Negeri di Kota Palembang ada 9 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah
gratis, dan SMK Swasta di Kota Palembang ada 85 sekolah yang mengikuti pelaksanaan
program sekolah gratis. Berikut nama — nama Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di

kota Palembang :

Tabel. 2 Nama — Nama SMA Negeri di Kota Palembang

No Nama Sekolah Jumlah Siswa Kecamatan
1 | SMA Negeri 1 Palembang* 1.334 Ilir Barat 1
2 | SMA Negeri 2 Palembang 1.090 Ilir Barat 1
3 | SMA Negeri 3 Palembang* 1.233 Kemuning




4 | SMA Negeri 4 Palembang* 881 Plaju Ulu

5 | SMA Negeri 5 Palembang* 924 Iir Timur |1
6 | SMA Negeri 6 Palembang* 1.044 Kemuning

7 | SMA Negeri 7 Palembang 813 Kalidoni

8 | SMA Negeri 8 Palembang™ 1.042 Seberang Ulu 11
9 | SMA Negeri 9 Palembang 1.177 Kertapati

10 | SMA Negeri 10 Palembang 1.441 Ilir Barat 1
11 | SMA Negeri 11 Palembang 1.401 Ilir Barat 1
12 | SMA Negeri 12 Palembang 699 Gandus

13 | SMA Negeri 13 Palembang 1.167 Sukarami
14 | SMA Negeri 14 Palembang 876 Sako

15 | SMA Negeri 15 Palembang 620 lir Timur |
16 | SMA Negeri 16 Palembang 920 Sako

17 | SMA Negeri 17 Palembang* 1.199 Sukarami
18 | SMA Negeri 18 Palembang* 893 Iir Timur |1
19 | SMA Negeri 19 Palembang 1.275 Seberang Ulu |
20 | SMA Negeri 20 Palembang 778 Gandus

21 | SMA Negeri 21 Palembang 972 Sukarami
22 | SMA Negeri 22 Palembang 1.082 Alang-alang Lebar
23 | SMA Negeri Olahraga Sriwijaya Palembang 88 Seberang Ulu |

Keterangan * : sekolah unggulan
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 pada pasal 6 telah diatur

bahwa (1) dana PSG diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang

disalurkan secara periodik setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga

bulan yaitu : a. Periode Januari- Maret, b. periode April — Juni, c. periode Juli — September

dan d. periode Oktober — Desember. (2) Penyaluran dana PSG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan pada awal bulan setiap periode oleh Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Dan besaran biaya PSG untuk SMA, MA, dan

SMALB per siswa pertahun adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua jauta seratus ribu rupiah)




berasal dari dana BOS APBN sebesar RP. 1.400.000,- dan dana APBD Provinsi RP.
700.000,- . Dan setiap disalurkan secara periodik setiap tiga bulan satu siswa mendapatkan
dana sebesar RP. 700.000,-

Dalam pelaksanaan program sekolah gratis, biaya yang meliputi pelaksanaan PSG
yang telah disebutkan, jika berjalan dengan baik terhadap sekolah SMA/SMK/MA baik
negeri maupun swasta dalam pelaksanaan berarti sekolah tersebut telah berhasil
melaksanakan Program Sekolah Gratis, jika salah satu atau lebih dari komponen terhadap
biaya ataupun pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang telah disebutkan tidak terlaksana,
maka masih adanya permasalahan pada pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Gratis
tersebut baik permasalahan tersebut terjadi pada pihak tim manajemen tingkat Provinsi, tim
manajemen Kabupaten/Kota, ataupun pada tim manajemen tingkat sekolah yaitu
SMA/SMK/MA negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari banyaknya jumlah SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta di kota
Palembang yang telah ikut melaksanakan kebijakan Program Sekolah Gratis dari tahun
2009 hingga sekarang, maka penenlitian ini akan mengambil Sekolah Menengah Atas
Negeri dikarenakan telah di jelaskan Pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017
Pasal 7 Ayat 1 yaitu semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG. Disini penulis
mengambil penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mengambil
contoh dari dua SMA Negeri di kota Palembang yang telah melaksanakan Program
Sekolah Gratis, SMA Negeri tersebut yaitu SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri
19 Palembang. SMA Negeri 15 Palembang merupakan SMA di daerah ilir kota Palembang
yang memiliki jumlah siswa paling sedikit dan SMA Negeri 19 Palembang merupakan
SMA di daerah ulu kota Palembang yang memiliki jumlah siswa paling banyak.

Sebagian Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri

19 Palembang telah berjalan cukup baik, tetapi pelaksanaan Program Sekolah Gratis di



SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 19 Palembang masih terdapat beberapa
permasalahan terhadap proses implementasi-nya. Adapun permasalahan yang berkaitan
dengan pelaksanaan Program Sekolah Gratis SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri
19 Palembang adalah karena belum adanya keterbukaan dana Program Sekolah Gratis
yang di dapat melalui tim manajemen tingkat Provinsi atau tim manajemen tingkat
Kabupaten/Kota yang dananya di salurkan kepada tim manajemen sekolah, bahwa yang
seharusnya dana tersebut dapat dilihat para siswa/siswi dengan jumlah penggunaan dana
Program Sekolah Gratis di sekolah tersebut yaitu melalui papan pengumuman sekolah dan
masih adanya pemungutan biaya ekstrakulikuler yang seharusnya biaya tersebut telah di
tanggung di dalam penggunaan dana PSG.

Pada Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan bab IV pasal 20 ayat 3 menjelaskan
bahwa pengelolaan dana program sekolah gratis dilakukan secara transparan dan akuntabel
dengan mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah.
Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat melihat kebijakan Peraturan Gubernur
Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di SMA
Negeri di kota Palembang. Harapan peneliti menginginkan agar hasil penelitian ini bisa
berguna untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan ini dan dapat berguna
sebagai bahan studi untuk peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Penulisan penelitian ini mebahas tentang program sekolah gratis di kota Palembang
dan dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian, yaitu :

Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat Sekolah

Menengah Atas Negeri di Kota Palembang tahun 2017-2018?



10

C. Tujuan Penelitan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana
implementasi kebijakan program sekolah gratis di Kota Palembang. sehingga di harapkan
penelitian ini mampu memberi solusi dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat kota
Palembang, khususnya mengenai pelaksanaan program sekolah gratis pada tingkat

SMA/SMK/MA di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta
menambah pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan ilmu
administrasi negara dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan
kinerja pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang dibuat.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai
implementasi kebijakan program sekolah gratis di kota Palembang. Selanjutnya
hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak berkepentingan
untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program sekolah

gratis.
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